BRLANEBAN SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

—

BUPATI BALANGAN,

bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha
Esa yang memberikan manfaat besar dalam
kehidupan manusia;

bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat
penting bagi kehidupan masyarakat dan dalam
menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu
harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan
melakukan pengaturan yang menyeluruh dan
berwawasan lingkungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
tentang Pengelolaan Air Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun
2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4377);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004  tentang Pemerintahan  Darah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20038
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2008 tentang Ailr Tanah (Lembar Negara
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Republik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 83,
Tambahan lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 4859);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 1451.K/10/MEM/2000
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BALANGAN
dan

BUPATI BALANGAN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Balangan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
Bupati adalah Bupati Balangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Balangan.

Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Balangan.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Balangan.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan
dibawah permukaan tanah.

Mata air adalah air tanah yang muncul kepermukaan tanah.

Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air
dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan
air.

Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kegiatan hidrogeologis seperti proses
pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang
behubungan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi
dan sifat kimia serta fisika air tanah.

Daerah imbuhan air tanah adalah suatu wilayah peresapan yang
mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada
suatu cekungan air tanah.

Daerah lepasan air tanah adalah suatu daerah keluaran air tanah
yang berlangsung sccara alamiah pada suatu cekungan air tanah.

Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan,
memantau, mengendalikan, mengawasi ~ dan mengevaluasi

penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan
pendayagunaan.

Inventrisasi air tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan,
pengolahan serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
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Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara
keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna
mempertahankan  kelestarian dan/ kesinambungan fungsi,
ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk
memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang
maupun akan datang.

Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan
lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah
manusia maupun alam.

Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk
menjamin kelestarian fungsi air tanah.

Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan
air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.

Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan
administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan
yang telah ditetapkan.

Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki dan
merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau
kembali seperti semula.

Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan
secara menerus atas perubahan kuantitas, kualis dan lingkungan
air tanah.

Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan,
penggunaan, pengembangan air tanah dan pengusahaan air tanah
secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.

Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona
penggunaan air tanah.

Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah
untuk berbagai keperluan.

Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan
air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan
atau dengan cara lainnya.

Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan
fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungan.

Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang
menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus merus dan didirikan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bekedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan
yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah.

Hak Guna Pakai air adalah hak untuk memperoleh dan
memanfaatkan air.

Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan
mengusahakan air.



